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ARTICLE INFO ABSTRACT
Kata Kunci: Penelitian ini bertujuan untuk  mengetabui pandangan Maqashid Syariah
Wit Sl terbadap penerbitan sukuk infrastruktur oleh pemerintah. Hal ini tidak bisa

dilepas dari kondisi saat ini babwa pemerintah menerbitkan skema Suknk
untuk pembangunan infrastruktur. Keterbatasan APBN yang dimiliki oleh
pemerintah membuka pelnang bagi masyarakat atanpun pibak swasta untuk
terlibat dalam pembangunan infrastruftur melalui skema kerja sama antara
pemerintah dengan pihak swasta (public private partnership). Skema kerja
sama ini juga dapat menutup defisit APBN sekaligns dapat menghimpun
partisipasi masyarakat dalam proses pembiayaan pembangunan yang dilaknkan
oleh pemerintah. Adapun Magashid Syariah bagi umat islam mernpakan salah
satu konsep yang sangat mendasar dalam memahami dan menjalankan syari'at
islam bagi seorang muslim. Sebingga pembiayaan insfratruktur yang dibangun
oleh pemerintah melalui skema sukuk penting untuk ditinjau dari Magashid
Syariah. Penclitian ini adalab penelitian pustaka (library research) dengan
sumber primer adalah  literatur-literatur  yang berkaitan langsung  dengan
penelitian  yang  dibabas. Adapun  pendekatan yang digunakan adalabh
pendekatan  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif  kualitatif  untuk
mengetabui  Peran  Suknk  Dalam  Pembiayaan  Infrastruktur Perspektif
Magashid Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan babwa akad sukuk
pembiayaan infrastruktur oleh pemerintab dalam pandagan maqashid syari’ab
dapat dilaknkan. Hal ini selaras dengan prinsip maqashid Syariah yang
meliputi; meliputi; khifdzu ad-diin, kbifdzun an-nfs, khifdzul al-aqli, kbifdzun
an-nasl, khifdzul al-maal

Sukuk; Infrastruktnr

Doi:
10.32528/ at.v5i2.1407

Pendahuluan

Salah satu tugas utama pemerintah Indonesia adalah memberikan jaminan
kesejahteraan bagi segenap rakyat Indonesia. Kewajiban ini tertuang dalam Pasal 33 yang
berbunyi ”Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat
hidup orang banyak dikuasai oleh negara” (Pasal 33 Ayat 2); serta ”Bumi dan air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” (Pasal 33 Ayat 3). Pasal-pasal tersebut diatas
menjadi dasar bagi pemerintah untuk menjalankan sistem perekonomian di Indonesia.
Selain itu pemerintah juga memilki kewajiban untuk mengelola sektor-sektor ekonomi
yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan gunakan sebenar-benarnya untuk
kesejahteraan rakyat Indonesia.
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Adapun kepentingan publik yang dimaksud adalah kepentingan yang berkaitan
dengan hajat hidup orang yang sangat mendasar, seperti pembangunan jalan, rumah sakit,
pasar, sarana pendidikan, dan lain sebagianya. Pemerintah harus mampu menjamin
kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang paling mendasar tersebut. Salah satu upaya yang
dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menjamin kebutuhan masyarakat tersebut adalah
melalui kebijakan fiskal. Apabila kebijakan fiskal yang diterbitkan oleh pemerintah dapat
memberikan rasa keadailan kepada masyarakat, maka kebijakan tersebut akan dapat
meberikan kesejahteraan kepada rakyat Indonesia. Menurut Musgrave, kebijakan fiskal
merupakan fungsi ekonomi yang memiliki tiga fungsi, yaitu; (1) fungsi alokasi (@/location
function), yakni mengalokasikan jasa dan barang yang berkaitan dengan publik. (2) fungsi
distribusi (distribution function), dengan pembagian atau pemerataan pendapatan dan
kekayaan yang lebih adil terhadap masyarakat, dan (3) fungsi stabilisasi (stabilization
function), yakni menjaga stabilitas harga, dan stabilitas tingkat pertumbuhan ekonomi
(Musgrave & Musgrave, 1991).

Ketiga fungsi utama tersebut diwujudkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN). Sehingga indicator dan instrument dalam penyusunan APBN harus
dapat memenuhi ketiga fungsi utama tersebut. Akan tetapi dalam realisasi terhadap tiga
fungsi tersebut tidak serta merta dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Perlu adanya
keterlibatan dan kerjasama dengan pihak swasta atau masyarakat, mengingat bahwa
ketersedian dana APBN yang terbatas, schingga hal tersebut tidak membebani APBN.

Sebagai salah satu fungsi dari kebjikan fiskal adalah; fungsi alokasi (a/location function),
yakni mengalokasikan jasa dan barang yang berkaitan dengan publik. Hal ini erat
kaitannya dengan pembangunan infrasturktur. Pembangunan infrastruktur yang
memadai, sangat berperan penting dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi. Beberapa studi menunjukkan bahwa wilayah yang memiliki infrastruktur yang
baik dan memadai memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan
dengan wilayah yang infrastrukturnya kurang (Maryaningsih et al., 2014). Infrastruktur
tersebut meliputi pembangunan sarana prasarana kebutuhan dasar manusia sepeti halnya
infrastruktur jaringan listrik dan energi, jaringan hilirisasi air, hingga infrastruktur
transportasi yang membangun konektivitas manusia seperti Pelabuhan, bandara, jalan
raya, dan kereta api.

Pembiayaan pembangunan infrastruktur tersebut tidak dapat dibebankan kepada
APBN saja, akan tetapi pemerintah juga harus melakukan terobosan-terobsan untuk
mencari sumber pembiayaan selain dari APBN. Salah satu upaya yang dapat dialkukan
adalah dengan penerbitan obligasi syariah atau yang lebih dikenal dengan sukuk.

Selain itu, pemerintah juga harus melakukan terobosan untuk mencari sumber-
sumber pembiayaan selain dari APBN dalam rangka untuk membangun infrastruktur.
Salah satu terobosan sumber dana pembiayaan tersebut adalah dengan menggunakan
obligasi syariah atau yang dikenal dengan sukuk. Sebagaimana amana dalam UU No. 19
Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau Sukuk Negara, pembangunan
infrasturktur negara dapat dilakukan dengan penerbitan sukuk Surat Berharga Syariah
Negara (SBSN) (Manab & Agus Eko Sujianto, 2016). Hal ini dimkasudkan untuk
mengurangi beban APBN, sehingga dapat dialihkan ke pos-pos yang lain. Selain itu,
skema penerbitan sukuk oleh pemerintah untuk pembangunan infrastruktur adalah upaya
untuk menghimpun partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan sebagai alternative
sumber pendanaan bagi pemerintah.

Dengan kondisi mayaoritas penduduk Indonesia adalah muslim, maka potensi
penerbitan sukuk ataupun instrument-instrumen Syariah lainnya akan banyak diminati
oleh masyarakat, khususnya umat islam di pasar modal Syariah. Termasuk potensi untuk
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menari investor dari wilayah timur tengah akan sangat besar, karena para insvestor dari
Timur Tengah lebih tertarik untuk memilih obligasi syariah atau sukuk untuk
menanamkan modalnya (Sunarsih, 2008).

Adapun maqashid syariah merupakan cara pandang yang harus dimiliki oleh seorang
muslim dalam melihat syariat islam. Bagi setiap muslim, harus memiliki pandangan bahwa
penerapan syariat dalam kehidupan didunia bertujuan untuk menciptakan kemashlahatan
atau kebaikan bagi mukallaf atau orang yang terbebani hukum khusunya, dan secara
umum untuk kebaikan bagi makhluk hidup dimuka bumi, baik dunia maupun dikahirat
kelak

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka,
yakni dengan mencari data dari berbagai sumber literature dan refrensi yang berkaitan
dengan materi pembahasan yang sedang diteliti (Nizar, 2008). Maka dalam penelitian ini
kami mencoba untuk menelusuri berbagai sumber literature dan refrensi yang berkaitan
dengan sukuk, infrastruktur, dan maqashid syari’ah. Sedangkan pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Definisi dari penelitian
kualitatif adalah prosedur penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif
yang bersumber dari keterangan seseorang maupun bersumber dari penelitan bahan
pustaka yang ada (Sukanto & Mamudji, 2009).

Teknik pengumpulan data dalam peneltian ini adalah dengan berusaha untuk
meneliti berbagai literature atau refrensi dalam rangka untuk menemukan berbagai teori
dan konsep yang memiliki relevansi dengan penilitian ini. Langkah yang peneliti lakukan
dengan melakukan pengkajian buku-buku, jurnal, majalah, hingga pendapat para ahli
untuk kemudian dianalisis secara mendalam. Data yang diperoleh tersebut kemudian
dianalisis dengan menggunakan Teknik analisis deskriptif dengan memaparkan data
temuan secara sistematis (Rahmat, 1997).

Hasil Penelitian dan Pembahasan (Garamond, 12 pt, Bold)

Definisi Sukuk

Obligasi Syariah atau yang juga dikenal dengan sukuk, saat ini mengalami
perkembangan yang sangat pesat di Indonesia. Secara kebahasaan, sukuk berasal dari suku
kata ‘Sakk’ ( &ia ), yang artinya adalah dokumen atau sertifikat. Bentuk tersebut berubah
menjadi jama’ atau prulal Swkuk (éjéia) yang memiliki arti dokumen-dokumen, atau
buku yang berfungsi untuk mencatat dan melaorkan setiap kgiatan transaksi. Adapun
secara istilah, yang dimaksud dengan Sukuk adalah surat berharga atau itk deed jangka
panjang yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Sukuk ini dikeluarkan oleh
pemegang emiten, yaitu pemerintah kepada pemilik obligasi Syariah. Pemerintah atau
emiten wajib memberikan bagi hasil atau margin, atau fee kepada pemilik obligasi ketika
sudah jatuh tempo (DSN-MUI, 2002).

Adapun menurut Rifki Ismal dan Khairunnisa Musari, pada hakikatnya obligasi
Syariah atau Sukuk adalah bukti kepemilikan berupa sertifkat atas suatu asset dalam skala
besar yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan pemerintah. Sukuk juga
dapat digunakan sebagai alternatif yang lebih baik daripada pemerintah menambah
hutang, karena didalam sukuk sendiri terdapat unsur kerjasama dalam bentuk investasi,
pertanggungan resiko secara bersama-sama dan keterwujudan asset yang menjadi bagian
dari dasar penerbitan sukuk (Ismal & Musari, 2009).
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Berdasarkan definisi sukuk yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan
bahwa sukuk adalah sertifikat kepemilikan yang memiliki nilai sejumlah bagian dari
kepemilikan secara penuh terhadap asset yang zangible, berupa kepemilikan asset terhadap
suatu proyek, hingga kepemilikan terhadap aktivitas dalam suatu investasi khusus (Dewi,
2011). Dan sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim, maka ketertarikan masyarakat
terhadap lembaga keuangan syariah, atau produk keuangan Syariah menjadi peluang pasar
yang sangat potensial (Suryomurti, 2011).

Kemudian, jika kita tinjau dari emiten atau institusi yang menerbitkan sukuk,
maka sukuk dapat terbagi menjadi dua macam, yaitu: Perfama, sukuk korporasi (corporate
sukuk) yang diterbitkan oleh perusahaan atau koorporasi, baik perusahaan milik
pemerintah (BUMN) maupun perusahaan milik swasta. Kedua, sukuk negara (sovereign
suknk) yang dikeluarkan oleh pemrintah melalui kementrian keuangan (Yaumuddin &
Karomah, 2008). Namun dalam pelaksanaan di lapangan, penerapa sukuk perusahaan
(corporate suknk) lebih efektif jika dibandingkan dengan penerapan sukuk negara (sovereign
suknk). Penyebab utamanya adalah persoalan aturan perundang-undangan yang mengatur
tentang sukuk atau obligasi itu sendiri.

Sebagai upaya untuk menghindarkan sukuk atau obligasi Syariah dari berbagai
jenis transaksi yang mengandung unsur riba, maka perlu memperhatikan akad yang
digunakan. Adapun akad yang sesuai dengan Syariah, yang dapat digunakan dalam akan
sukuk adalah: (1) Ijarah; (2) Mudharabah; (3) Musyarakah; (4) Istisna; (5) Murabahah; dan
(6) Hybrid Sukuk (Nawawi, 2012).

Pembangunan dan Pembiayaan Infrastruktur

Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir ini terus berupaya untuk memperluas
pembangunan infrastrukur di berbagai daerah. Hal ini mengingat bahwa Infrastruktur
sangat berperan penting dalam upaya meningkatkan investasi serta memperluas
pemerataan pembangunan. Berbagai kajian teori ekonomi pembangunan menyebutkan
bahwa infrastruktuar yang memadai mampu meningkatkan aktifitas kegiatan ekonomi.
Sebaliknya, infrastruktur yang kurang memadai juga sangat berpengaruh terhadap
kegiatan ekonomi dimasyarakat. Pembangunan infrastruktur di beberapa negara
menargetkan  pada  pembangunan  infrastruktur jangka menengah  dengan
memprioritaskan pembangunan saluran air bersih, jaringan listrik, energi terbarukan,
hingga pembangunan saran transportasi yang meliputi jaringan kereta api, jalan raya,
bandara, hingga pelabuhan.

Pemerintah Indonesia sudah berusaha untuk terus meningktakan dan
melaksanakan komitmen untuk terus mempercepat pembangunan infrastruktur. Hal ini
dibuktikan dengan terus meningkatkan anggaran dibidang infrastruktur. Akan tetapi hal
tersebut mengalami kendala terkait dengan pembiayaan. Pemerintah harus mampu untuk
mencari alternative sebagai sumbe rpembiayaan. Hal ini penting untuk diperhatikan
mengingat bahwa ketersedian infrastruktur sangat penting dalam rangka untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Disisi lain, neraca APBN juga tetap
harus dijaga dalam rangka agar tidak mengalami deficit.

Sejak Tahun 2015 pemerintah terus berusaha untuk menaikkan anggaran dibidang
infrastruktur. Rata-rata setiap tahunnya naik antara 1,0% hingga 1,5%. Pada tahun2015
misalnya, pemerintan menganggarkan alokasi pembangunan infrastruktur dalam APBN
sebesar 290,3 T, atau sekita 14,4% dari total anggaran APBN 2015. Kemudian meningkat
menjadi 317,0 T pada tahun APBN 2016, atau meningkat sekitar 26,7 T. Angka tersebut
terus meningkat hingga pada tahun 2019 anggaran infrastrutur mencapai 415,0 T.
Peningkatan ini juga mengindikasikan bahwa kondisi ekonomi Indonesia cukup stabil.
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Tabel 1. Alokasi APBN untuk Infrastruktur (triliun Rupiah)

Tahun | Alokasi dalam APBN Belanja APBN | Prosentase terhadap APBN
2013 1844 1.683,0 11,0

2014 206,6 1.876,9 11,0

2015 290,3 2.019,8 14 .4

2016 3170 2.083,0 15,2

2017 346,6 2.070,5 16,7

2018 410,4 2.220,7

2019 415,0 2.461,1

Sumber: Kementerian Keuangan

Berdasarkan data APBN tersebut dapat diamati bahwa pemerintah terus
meningkatkan belanja produktif, melalui pembangunan infrastruktur yang meliputi
infrastruktur pelayanan dasar untuk masyarakat, infrastruktur untuk membangun
konektivitas untuk memperlancar aliran barang dan jasa, serta infrastruktur pada sektor
pariwisata (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019). Adapun Capaian dan
target Pembangunan Infrastruktur pada tahun 2019 adalah sebagai berikut;

Tabel 2. Capaian dan target Pembangunan Infrastruktur pada tahun 2019

Jenis Infrastruktur Realisasi Satuan
2018 2019

Jembatan 52.449 37.177,0 Meter
Jalan 22713 1.834,7 Kilometer
Jalan Tol melalui LMAN (proyek) 12 16 Proyek
Jalan Tol Trans Sumatera 405 229 Kilometer
Perumahan 50,0 68,9 Ribu Unit
Rusun 13.405 6.873 Unit
Bendungan 48 48 Unit
Rel Kereta Api 615,05 3948 Kilometer
Bandara 4 4 Lokasi Baru
JAringan Irigasi 194,7 170,4 Ribu Hektar

Sumber: APBN 2019

Prioritas untuk membangun infrastruktur adalah bagian dari upaya pemerintah
untuk mendistribusikan kemakmuran kepada seluruh masyarakat hingga ke pelosok
negeri. Ketersedian infrastruktur yang memadai dan dapat dikases oleh seluruh lapisan
masyarakat akan memberikan kemudahan dalam melaksanakan aktifitas ekonomi.
Pembangunan serta perbaikan jalan diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam
alur distribusi kebutuhan masyarakat, baik berupa barang maupun jasa, serta
meningkatkan aktifitas ekonomi. Sehingga diharapkan dengan adanya peningkatan
aktivitas ekonomi diharapkan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan
masyarakat, serta mampu mengikis kesenjangan ekonomi dimasyarakat.

Kebijakan pemerintah dalam rangka untuk pembangunan infrastruktur melalui
APBN tentu berat untuk diwujudkan jika hanya bertumpu pada kemampuan pemerintah
sendiri. Pemerintah harus mampu menggalang keterlibatan masyarakat, atau pihak swasta
dalam pembangunan infrastruktur melalui kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta
(public private partnership). Proyek-proyek infrastruktur yang memilik potensi nilai ekonomi
yang tinggi dan berpotensi mendatangkan pemasukan bagi pemerintah (income streaming)
layaknya jalan tol, tempat wisata, dan lainnya, dapat dikerjakan oleh pihak swasta melalui
skema surat berharga (suku). Adapun proyek-proyek yang bernilai pelayanan umum
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(public service) seperti pembangunan jembatan, bandara, bendungan, Pelabuhan, hingga
sekolah dikerjakan oleh pemerintah.

Pemrintah kemudian mengesahkan UU Nomor 19 Tahun 2018 tentang Surat
Berharga Syariah Negara (SBSN). Dalam Undang-Undang tersebut diatur tentang
obligasi Syariah (sukuk). Bahkan alokasi dana untuk pengembangan infrastruktur
menggunakan skema obligasi Syariah atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang
tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini untuk
menjamin kepastian hukum dalam penerbitan sukuk negara (Manab & Agus Eko
Sujianto, 20106).

Pada tahun 2019 ini, alokasi pembiayaan proyek infrastruktur melalui SBSN
meningkat dari tahun 2018 yang bernilai 22,3 T, meningkat menjadi Rp28,43 triliun.
Pengalokasian pembiayaan proyek SBSN pada tahun 2019 ditujukan untuk tujuh K/L,
yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Riset
dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti), Kementerian Agama, Kementerian
Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI), serta Badan Standarisasi Nasional (BSN). Pembiayaan
proyek tersebut mencakup 619 proyek yang tersebar di 34 propinsi. Dengan adanya
alokasi dana Pembiayaan Proyek SBSN Tahun 2019 senilai Rp28,43 Triliun, tentu akan
mampu untuk mengurangi beban APBN, sehingga hal ini dapat mengurangi deficit
APBN. Selain itu juga dapat membuka keterlibatan masyarakat baik perseorangan
maupun korporasi untuk berperan dalam pembangunan nasional.

Dasar Hukum Sukuk
Sebagai seorang muslim mengetahui dasar atau dalil dari Al-Qur’an maupun
hadits dalam setiap melakukan amal perbuatan. Termasuk dalam persoalan sukuk atau
obligasi Syariah juga harus mengetahui landasan dalilnya agar sesuai dengan syariat islam.
Jika mengacu kepada Fatwa DSN MUI Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang
Obligasi Syariah, maka akan kita akan mendapati dalil Al-Qur’an dan Hadits yang dapat
dijadikan sebagai landasan hukum dalam persoalan obligasi syariah atau sukuk.
Didalam Al-Quran Surah Al-Ma’idah ayat 1;
f

...... e 3shalU 15850 1AAT o a3 g

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-agad itu...” (QS. Al-Ma’idah [5]: 1

Noieas O18 dgall &

“Dan janganiah kamn mendekati harta anak yatim, kecnali dengan cara yang lebih baik
(bermanfaat) sampai ia dewasa dan penubilah janji; sesunggubnya janji itn pasti diminta
pertanggungan jawabnya” (QS. Al-Isra’[17]: 34)
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2. Hadist Nabi (Muhammad bin Isa bin Syuroh bin Musa bin al-Dhohaq at-
Turmudzi: juz 3 hal 28)
9 9525 8 ol 5 el 55 A 5 0 G A0 0 1
N5 s Bl V) Graleddl G s Al JU(;.LL/AJ:GN\&@
%!; bt Je Oalely s sl

(5 oly) U5

\N—

Dari Abdulloh bin Amir bin Auf al-Muzanni, dari ayabnya, dari kakeknya, sesunggubnya
Rosululloh SAW  bersabda: “Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin  kecuali
perjanjian yang mengharamban yang halal atan menghalalfan yang haram, dan kanm muslinin
terikat dengan  syarat-syaratmereka kecuali  syarat yang mengharamkan yang halal atan
menghalalkan yang bharam.”

3. Kaidah figh:

G2 o s Jlg ST Aspy) oslal o )

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang
mengharamkannya”.

Maqashid al-syari’ah

Secara etimologi atau bahasa, kata Magdshid adalah bentuk plural atau jamak dari
kata magqshund, yang memiliki arti sengaja, kesengajaan, menyengaja, atau tujuan (Al-
Marbawiy, n.d.). Adapun secara Bahasa kata al-syari’ah, berasal dari kata syara’a-yasyra’n-
syar'an yang maknanya adalah membuat shari’at, atau aturan, atau undang-undang. Selain
itu juga dapat diartikan menjelaskan, atau menyatakan (Umar, 2007). Adapun secara
istilah, Magdshid al-syari’ah dapat diartikan tujuan-tujuan disyari’atkan hukum Islam bagi
umat Islam. Maksudnya, bahwa setiap syari’at atau hukum Islam yang dibebankan oleh
Allah kepada umat Islam mengandung hikmah, kemaslahatan, dan kebaikan. Hal ini
mengindikasikan bahwa Magdshid al-Syari‘ah erat kaitanya dengan hikmah dan “illar (Al-
Raisuni, 1991).

Imam al-Syathibi berpendapat bahwa tujuan-tujuan diterapkan sebuah hukum ini
tidak lepas dari tiga macam: dlaririyyat, hajiyyit dan tabsinzyyar. Pembuat hukum, dalam hal
ini adalah Allah SWT atau A/XSydri, memiliki tujuan bahwa tujuan dalam dalam setiap
penentuan suatu hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan atau kebaikan bagi
manusia, baik di dunia dan di akhirat (Al-Syathibi, 2003). Adapun Muhammad bin
Muhammad al-Ghazali atau yang lebih dikenal dengan Al-Ghazali (w. 505 H) merinci
bahwa, maslahat atau kebaikan sebagai inti dati maqdshid al-syari’ah menjadi lima, yakni
khifdzn ad-diin atau memelihara agama, &bifdzul aqli atau menjaga akal, &hifdzun an-nfs atau
menaga jiwa, &bifdul agli atau menjaga akal, £bifdzun an-nshl atau keturunan, dan &hzfdzul-
mal atau harta. Masing-masing tujuan tersebut memiliki tingkatan yang berbeda-beda
sebagaimana skala prioritas dari kemaslahatan yang meliputi; (1) Dbaruriyah, atau
kebutuhan primer yang harus terpenuhi (2) Hajiyat, atan kebutuhan tersier yang boleh
terpenuhi guna meringankan beban mwasyagah (kesulitan) setiap muslim, (3) Tabsinat, ialah
kebutuhan pelengkap (Sahroni & Karim, 183 C.E.)
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Peran Sukuk dalam Pembiayaan Infrastruktur Perspektif Maqashid Syariah

Pada dasarnya, sukuk sebagai pembiayaan infrastruktur adalah bagian dari
akatiftas muamalah. Dimana hukum asal dalam setiap aktifitas transaksi adalah mubah
(boleh), kecuali jika ada dalil yang melarang aktifitas tersebut. Hal didsarkan pada sebuah
kaidah ushul figh yang berbunyi;

o o
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“Pada  dasarnya  semna  bentuk  muamalah  boleh — dilaknkan  kecnali  ada  dalil - yang
mengharamkannya’.

Kaidah ini juga berlaku dalam hal jual beli sukuk, bahwa hukum jual beli sukuk
itu hukumnya boleh, dengan syarat bahwa kegiatan atau aktifitas perusahaan tidak
diperuntukkan untuk aktifitas yang bertentangan dengan Syariah. Adapun hal-hal yang
dimaksud dengan bertentangan dengan syariah adalah sukuk yang berbasis pada bunga
seperti halnya obligasi kovensional. Selain itu peruntukan pembangunan dari sukuk
adalah pembangunan yang tidak diperuntukan untuk pembangunan yang bertetangan
dengan syariah.

Kebolehan dari sukuk juga disandarkan pada dalil bahwa sukuk tersebut adalah
milik syaarik (pelaku syirkah) yang memiliki hak penuh atas kepemilikan sukuk selama
tidak bertentangan dengan prisip-prinsip Syariah. Selain itu, akad yang digunakan dalam
sukuk seperti mudharabah, murabahah, musyarakah, istishna’, ijjarah dan salam, adalah
akad-akad yang diperbolehkan dalam muamalah. Terlebih lagi jika sukuk tersebut
diterbitkan oleh pemerintah untuk pembangunan infrastruktur guna kepentingan
masyarakat yang lebih luas. Dalam kaidah ushul figh disebutkan (DSN-MUI, 2002);

asliady Dyt e o LUyl Dt

"Tindakan Imam (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti
mashlahat."

Maka pemerintah memiliki otoritas atau kewnangan untuk membuat kebijakan
dengan dsar bahwa kebijakan tersebut dalam rangka untuk kemaslahatan atau kebaikan
bersama. Adapun pendapat Ibn Nujaim tentang kewenangan pemerintah untuk membuat
suatu kebijkan serta kewajiban kita untuk patuh terhadap kebijakan tersebut selama
disandarkan pada kemashlatan sesuai dengan syari’ah.
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"Imam (kepala Negara atau pemrintah), boleh untuk melakukan suatu kebijakan
terhadap kekayaan negara untuk hal-hal yang dipandangnnya mengandung maslahat bagi
warga negara; di antara contoh dari kemaslahatan yang dimaksud adalah menjual sebagian
kekayaan baitul mal atau perbendaharaan Negara, dengan makasud menghimpun dana
yang cukup untuk membiayai kemaslahatan dan kebutuhan umum mereka. Hal itu
mengingat bahwa kebijakan Imam, apabila didasarkan pada maslahat yang berhubungan
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dengan urusan umum, maka kebijakan tersebut dipandang sah menurut hukum Syariah.
Sebaliknya, jika tidak sesuai dengan maslahah; jika tidak maka kebijakan tersebut
dipandang tidak sah" (DSN-MUI, 2002)

Sehingga dalam hal ini, selama kebijakan pemerintah itu dalam koridor untuk
kemaslahatan bersama, maka warga Negara wajib untuk patuh dan mengikutinya.
Sebaliknya, jika kebijakan tersebut merugikan dan memberatkan masyarakat, serta tidak
dapat memberikan kemaslahatan kepada masyarakat, maka tidak ada kewajiban untuk
patuh kepada pemerintah.

Kebijakan pemerintah untuk meneribtkan sukuk Negara, sebagaimana
diamanahkan dalam UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara
atau Sukuk Negara, adalah dalam rangka untuk pembiayaan deficit APBN didalam
pembiayaan infrastruktur milik pemerintah. Penerbitan sukuk Negara sebagai pembiayaan
infrastruktur juga merupakan langkah pemerintah untuk menghimpun partisipasi
masyarakat dalam pembiayaan pembangunan proyek-proyek infrastruktur milik
pemerintah.

Lantas bagaimana dengan pandangan magqashid syari’ah dalam melihat persoalan
Akad Sukuk Untuk Infrastruktur? Sebagaimana yang kami jelaskan pada awal penelitian
ini, bahwa tujuan dari penerapan syariat (maqashid syari’ah) adalah mewujudkan
kemashlahatan atau kebaikan bagi umat Islam. Imam Al-Ghazalie merinci maqashid
syari’ah tersebut menjadi lima 5 (lima), yakni &bifdzu ad-diin, khifdzun an-nfs, kbifdzul aqll,
khifdzun  an-nshl, dan  kbifdzul-mal. Sehingga setiap kebijkan yang dikeluarkan oleh
pemerintah hendaklah tidak keluar dari kelima koridor ini, termasuk kebjikan penerbitan
sukuk Negara. Hal ini dimakasudkan agar kepentingan-kepentingan yang paling mendasar
bagi seorang manusia dapat terpenuhi.

Pertama, dalam hal &bifdzu ad-diin atau memelihara agama, penerbitan sukuk
Negara adalah bagian dari syi’ar nilai-nilai agama Islam dalam bidang instrument
keuangan yang berbasis syari’ah sekaligus alternative dalam instrument investasi.
Sebagaiman yang kita ketahui bahwa keuangan berbasis syariah mampu bertahan dalam
kondisi ekonomi seperti apapun. Jika kemudian sukuk Negara ini dapat berkembang dan
manfaatnya dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, maka syi’ar agama Islam
dapat terus berkembang.

Kedua, dalam hal &bifdzun an-nfs atau memelihara jiwa; Penerbitan sukuk dapat
mendorong pertumbuhan dan pengembangan keuangan syari’ah di Indonesia. Jika sector
keuangan syariah dapat dikembangkan tentu akan memberikan kesempatan lapangan
pekerjaan bagi para pekerja professional, khususnya umat islam, untuk dapat bekerja di
bidang industri keuangan syari’ah. Terlebih jika sukuk Negara digunakan dalam bidang
pembangunan infrastruktur, maka akan semakin membuka lapangan pekerjaan yang besar
bagi masyarakat.

Ketiga, dalam hal &hifdzul agli atau menjaga akal, penerbitan sukuk Negara tidak
sedikit yang digunakan dalam rangkan untuk membangun lembaga-lembaga pendidikan.
Seperti pada penerbitan sukuk pada tahun 2019, diantaranya dialokasikan untuk
pembangunan lembaga-lembaga pendidikan, semisal di Kementerian Riset dan Teknologi
dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) sebagai bagian dari uapaya untuk terus mendukung
pengambangan dalam bidang penelitaian. Kemudian di Kementerian Agama digunakan
untuk pembangunan Perguruan Tinggi Agama Islam juga bagian dari upaya untuk
mengembangkan dunia pendidikan, serta di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
sebagai bagian dari upaya untuk menjaga ilmu pengetahuan. Kesemua tersebut adalah
bagian dari upaya untuk menjaga akal putra-putri bangsa agar dapat terus dikembangkan
sebagai sebuah karunia dari Allah SWT yang harus dijaga.
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Keempat, dalam hal pemeliharaan keturunan Hifdzu an-nasl, penerbitan sukuk
Negara adalah bagian dari upaya untuk terus menurus dalam membangun bangsa
Indonesia. Sehingga kelak kita benar-benar mampu untuk mewariskan kemajuan bagi
generasi selanjutnya, serta tidak meninggalkan generasi yang lemah setelah kita.

Dan kelima, dalam hal pemeliharaan harta Hifdzu al-Mal, penerbitan sukuk adalah
bagian dari upaya untuk memberikan alternative sumber pembiayaan APBN. Jika tidak
demikian, tentu akan membani APBN sehingga keungan negara kita akan akan melemah.
Jika cadangan keungan kita melemah, maka hal ini dapat mengancam eksistensi kita
sebagai sebuah Negara. Penerbitan sukuk adalah bagian dari upaya kita untuk menjga
kekayaan negeri kita ini.

Kesimpulan

Dari paparan yang sudah kami bahas diatas, akad sukuk untuk infrastruktur
diperbolehkan didalam Islam dan selaras maqashid syari’ah dan diperbolehkan dalam
Islam. Hal ini mengingat bahwa penerbitan sukuk Negara adalah bagian dari muamalah,
yang mana hukum dasar dari muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang
mengharamkannya. Penerbitan Sukuk Negara untuk infrasturktur boleh dilakukan,
selama peruntukannya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini didukung oleh
Fawa DSN MUI Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah, dan Fatwa
DSN MUI Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara.
Pemerintah juga dapat menghimpun dana dari masyarakat melalui mekanisme penerbitan
sukuk, sebagai bagian dari upaya untuk membuka partisipasi masyarakat selama ha
tersebut tidak bertentangan dengan syari’at Islam.

Dalam padangan maqashid syari’ah, akad sukuk untuk infrastruktur sudah sesuai
tujuan syari’ah Islam yakni &ulliyatu al-khomsah (lima hajat manusia) yang harus dipenuhi
dan terlindungi, meliputi; Pertama, &hifdzu ad-diin atau memelihara agama, penerbitan
sukuk Negara adalah bagian dari syi’ar nilai-nilai agama Islam dalam bidang instrument
keuangan syari’ah. Kedua, &hifdzun an-nfs atau memelihara jiwa; Penerbitan sukuk dapat
mendorong pertumbuhan dan pengembangan keuangan syari’ah di Indonesia. Apabila
keuangan syari’ah semakin berkembang, maka akan membuka lapangan pekerjaan yang
baru bagi umat Islam. Ketiga, £hifdzul agli atau menjaga akal, dalam hal penerbitan sukuk
Negara tidak sedikit yang digunakan untuk membangun lembaga-lembaga pendidikan,
yang itu artinya usaha untuk mencerdaskan putra-putri bangsa. Keempat, Hifdzun an-nas/
dalam hal penerbitan sukuk Negara adalah bagian dari usaha untuk membangun bangsa
Indonesia, sehingga kita kelak tidak meninggalkan generasi yang lemah. Dan kelima,
Hifdzu al-Mal, penerbitan sukuk adalah bagian dari upaya menciptakan alternative sumber
pembiayaan APBN. Sehingga penerbitan sukuk ini mampu menjaga cadangan devisa atau
kekayaan bangsa kita.
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